FPENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4E3/I8)TAHUN 2022

TENTANG

PENGUBAIHAN PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 02 TAHUN
2021 TENTANG KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Merim bang : Aa. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komis: Informasi

Mengingal £ .

3.

tentang Standar layanan informas Poublik  scbhagaimana
diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
aebapaimana telah divubsh  denpgan Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021, maka Penetapan Pejabar
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2 Tahun 2021
tentany Klasilikasi Informas] Yang Dikecualikan sudah tdak
sesual dengan kondisi sekarang schingga perlu diadakan

O |
PE’.‘. LI.U'J.LJ.-'.EJ.;

bahwa berdasarkan pertmbangan sebagnimaona dimaksud
dolam hurul a, maka perlu membual Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Pengubahan
Penetapan Klasifilkasi Informasi Yang Dikecualikan Nomor 2
Tahun 2021 fanpgal 15 Maret 2021 fentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 entang
Pembentukan Dacrabi-daerah dalean  Lingkungan
Propinsi Jawsa Tengah sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Dacrah Tingkat [I Batang
dengan  mengubah Undang-Undang Noamaor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah
cladouas Lisyelswngoes Fropooss Jowa Tesggesds | Lesalbros i

Megara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 27 57);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indoncsia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 45949);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentahg
Pembeniukan Ferslin st Perurmbang-umdangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Necgara Republik
Indonecsia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lemiraian Nogaira Roepublikindonesia Nomor 5994),

7. Undang-Undang Nomor Nomoer 23 Tahun 2014
tentang Pemernntaihon Daernh (Lembaron Negorn
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tenlang Perubahan Kedua Atas
Uindang-lndang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B. DPeraturan DPemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai  Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Dacrab-daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat
dan Daerah Istimewa Yogvakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [ Semarang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indoncsia Momar 2079

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahon Lembaran Negora Repubhk
Inclonesia Momor 5149);

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan  Pelayanan Publik  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

12, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
FPeraturan Pelaksanooan Undoang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraiuran
Perundangan- undangan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 wentang Pembentukan Produk Hukum
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 20306);

14. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penvelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelavanan Publik Sccara Masional (HBenta
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1170);



Memperhatikan

15

Peraturan Menteri Pendavagunaan  Aparatur
Negara dan RHelormasi Birokrasi Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan
Sistern Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
215 Mamar 27):

16, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

17,

18.

19.

20.

&

2

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741);

Peraturann Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4
Tahun 2012 tentang Penvelenggaraan Pelayanan
Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerab
Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri B
No.3 Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten
Kendal No 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal MNomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang
Menjadi Kewenangan Pemeriniah Daerah
Kabupaten Kendal {Lembaran Desrah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor O Seri E No.o 3,
Tambahan Lembaran Daeerah Kabupaten Kendal
Nomaor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8
Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
dinhah dengan Peraturan Daerah Kabupalen
Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturon Doerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentulan Dan
Susunan Perangkat Dacrah  Kabupaten Kendal
{Lembaran Dasrah Kabopaten Kendal Tahun 2021
Mlosrrnoar 1 3' Tarr lakan T.emnmbaran Dacrale
Kabupaten Kendal Nomor 219);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyvusunan, Penetlapan dan
Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Kendal (Berita Dacrah
Kabupatenn Kendal Tahun 2016 Nomor 45 5en E
No.40);

: 1. Penctapan PPID Nomor 02 Tahun 2021 tentang

Kiasifikasl informasi yvang Dikecualikan;

Lembar Pengujian Konsekuens Nemor 01 Tahun
2021,

Lembar Penguiian Konsekuensi Atas Pensubahan
Klasiflikasi Informasi yvang Dikecualikan Nomor 2
Tahun 2021.



Menetapkan

KESATU

KEDUA,

KETIGA

MEMUTUSKAN :

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID) NOMOR
02 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
YANGDIKECUALIKAMN

Informasi sebhagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.,

Lembar Pengujian  Konsckuensi  atas Penguboedian
Klasifikasi Informasi yvang Dikecualikan Nomor 01
Tahun 2022 yang tercantum dalam |lampiran 2
merupakan bagian tidak terpisahkan darn Penetapan

ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 September 20223

KEPALA INAS KOMINFO
KAB. KENDAL
| KA e LAKU
HER]OLA INFORMASI
MENTASI
T KEMNITAL




LEMBAH PENGUJIAN KONSEKUENS]
NOMOR 01 TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tangegal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh doa bertempat di Kendal telah dilakukan
pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana discbutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi
[ berisi informasi
terdentuyang cakan
dikecualikan;

Data Pribadi Pegawsai

Dasar
Hukum

Pengecualian

rformasi

Pasal 17 H
Lindang- Undang
Mo, 14 Tahun
2005 tentang KIP

- Ul No. 5 tahun
2014

Mol /SPK vang masih
dalam Proses

FPa=al 17 1 UU No.
14 Tohun 2008
tentang KIP

- Perpres No. 54
Th. 2010 tentang
Pedoman
Pengadaan
Bamng/Jasa
Penerintah

Konsekuerisi Iprruluhﬂngn}_ﬁ_fh;g_i_f'u blik |

fBer=1 uraiin

_konsekuen sy pertimbangannya)

Ddtuiup

Jangka Waktu
[dwmebutkan jangka wakiunga)

Dibuk
- - "
dapat mengungkap mahasia
pribadi

Selama Undang-Undang
membatasi untuk dirahasiakan
atau tidak diungkapkan lkepada
publik

- Surat-surat badan publik
atauintra bacdan publik
vang menurut sifatnva
dirahasinkan

- Menjaga obyeklivitas
pcnilaian

- & Teahun dan/atau Selama
Undang- Undang Membatasi
untuk dirahasiakan atau tidak
diungkapkan kepada publik

- Selama proses pengadaan
barang/ jassa

_l'-"i'nl.a Pines

Dokumen PErl;ﬁlﬂﬂﬂnf
Pemenksan n Barmng
dan Jasa

Pasal 17 | UL Na.
14 Tahun 2008
tentang KIP

Pazal 17 B ULl No.
14 Tahun 2008
tentang KI1P

Surat-surat badan publik
atauintra badan pubhk
vang menurut sifatnya
dirahasiakan

1 Tahun dan/atnu Selams
Undang-Undang Membatasi
untuk dirmhagiakan atau tidak
divngkapkan kepada publik

{= dapat menggangEs

kepentingan perlindungan
HAKI dan perlindungan
persaingan usaha tidak

Ditutup sampm selesai diperiksa/
audit.




Pasal 171 UU Ne. 14 sehat
Tahun 2008 - Surat-surat badan
tentang KIP publikatau intra badan

publik vang menurut
sifatnva dirahasiakan

Rincian Harga
Perkiraan Sendin

Fazal 17 B UU
Mo, L4 Tahun

2008 tentang KIP

Pasal 17 I UL
Mo. 1 4 Tahun
2008 tentang
K1

= dapat Eenggmlggu

kepentingan
perlindungan HAKI dan
perlindungan
persaingan usaha tidak
schat

- Surat-surat badan

Perpres No. 549 publikatau intra badan
Tahun 2010 publik yang menurut
tentang sifatnya dirahasiakan
Pedoman - Efsiens anggaran
Pengadaan untuk mempeaeraleh
Harang /. Jasa penawaran harga vang
Pemerintah wajar
Pokak-pokok
Kepegawaian

- 1 Tahun dan/atau Sclama
Undang- Undang Membatasi
untuk dirshasiakan atau
tidakdiungkapkan kepada
publik
Jangka waktu ditetapkan
Sclama protes pengadaan
harang/ jasa

dan Pengangkatan
PFNSdalam Jabatan

Pasal 17 [ UU
Mo.l4 Tahun
2008 tentang
KIP

Pasal 17 J UU
MNo.14 Tahun
20083 lentang
KIFP

UU No. 43 Th.
1990 tentang
Perubahan
ata: ULl No. B
Tahunl1974
tentang Pokok-
ook
Keprgawaian

- Burat-surat badan publik
atau intra badan publik
vang menurut sifatnya

dirabasiakan

- Informasi  yang tidak
holeh diungkapkan
berdasarkan UL

. 1 Hari setelash mutasi dan

penangkatan PNS dalam
jabatandan/atau Selama
Undang- Undang Membatasi
untuk dirahasiakan atau tidak
diungkapkan kepada publik

- Pengungkapan berkaitan
dengan posisi seseorang dalam
jabatan- jabatan pada
Femda,/ BUMD/ Satuan
pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan




Perusahaan

- Pasal 17 .J UL
No. 14 Tahun
2008 tentang
KPP

- UU No. 3 Th. 1951
teniang
Pengawasan
Perburuhan

Informasi vang tidak boleh
dinngkapkan berdasarkan
LI

Mota Pemeriksaan
Ferusahaan

Pasal 17 .J UL
Mo, 14 Tahun
2008 tentang
KIP

- UL No. 3 Th. 1951
tentang
Pengawasan
Perburuhan

Informasi ].r'.um tidak boleh
divungkapkan berdasarkan
L

5 tahun dan/atau Jangka
waktu ditetapkan berdasarkan
peraturan  perundangan Selama
UU No. 3 th. 1951 tentang
Pengawasan Perburuhan masih
berlaku

HSurat pengaduan
Masalah

ketenagakerjaan

- Pasal 17 J UU
No. 14 Tahun
2008 tentang
KIP

- ULl No. 3 Th. 1951
tentarg
Pengawasan
Perbhuruhan

Informass yang tidalk
bolehdiungkapkan

BEerkas Berrta Acara

- Pasal 17 .0 UL

Informasm yang bOdak boleh

5 tahun dan/atau Jangka
wakiu ditetapkan berdasarkan
peraturan perundangan Selama
UU No. 3 th. 1951 tentang
Pengawasan Perburuhan masih
berlaku

wakiu ditetapkan berdasarkan

poraturan perundangan Selama
Ul No. 3 th. 1951 tentang
Pengawasan Perburuhan masih

berlaku

15 tahun ﬁﬁ?fﬁtﬂu Selama UL

Penvidikan No. 14 Tahun diungkapkan No. 3th. 1951 tentang
2008 tentang Pengawasan Ferburuhan masih
KIP berlaku
- ULl No. 3 Th. 1931
teniarg
Peneawasan
Perburuhan
Pengaduan Pasal |7 H Undang- Karena menvangkut 5 tahun dan/atau Sampai
perselisihan Undang No. 14 pribadiseseorang (baik memperoleh  izin pihak vang
Hubungan Industrian | Tahun2008 pekerja maupun mengadu
tentang KIP pengusaha)




| Proses Penvelesaian ‘Pasal 17 H Undang- | Karena menyangkut 3 tahun dan /ata Sam pai
Perselisiban Undang MNo. 14 | pribadi sescorang |baik memperoleh izin pihak yvang
Tahun2008 | pekerja maupun mengadu
tentang KIP pengusaha)
Anjuran dan mechator | Pasal 17 H Undang- | Karena menvangkut 5 tahun dan/atau Sampai
maupun Konsiliator Undarng No. 14 pribadiseseorang (baik memperoleh izin pihak yvang
Tahunl008 pekerja maupun mengadu
tentang KIP pengusaha)
Proses Pembahssan - Pasal 17 1 UU Karena rekomendasi usulan 3 bulan dan/atau Selama belum
Upah Minimum No. 14 Tahun UMK merupakan ditetapkan menjadi UMK Jawa
Kabupaten [UMK) 2008 tentang kewenangan Bupati Kendal Tengah
KIF dan akan menjadi konsumsi

public apahbila telah
ditetapkan olehGubernur
Jawa Tengah

Berkas Serikat Pasal 17 H Undang- | dapat mengungkap rahasia | Tidak ada batasnva (tanpa
Fekerja/ Serikat Undang MNo. 14 pribadi Karena menyangkut scizinpihak yvang mencatatkan
Buruh yvang Tahun2008 keangrotan suatu Serikadt

Mengajukan tentane KIP pekerja/ serikal buruh

Pencatatan 8P /S8

(termasuk Akte
FPendinan suatu

SP/S s —— o
'ﬁiﬁ{a'?:lr'i&"ai Pasal 17 H Undang- | dapal mengungkap rahasin Sampai pihak vang rahasianya
Penyandang Masalah | Undang No. 14 pribadi diungkap membenkan
Kesejahteraan Sosial | Tahun2008 tentang persetujuan tertulis
| (PMKS) kecuali ada KIp

t prosedur dan
| kebutuhan yang
| lebih penting




Pengaduan masalah - Pasal 17 J UU | Informasi yang tidak boleh | - 2 tahun dan/atau Sclama UU
TKI[{Tenaga Kerja Mo, 14 Tahun | diungkapkan No. 39 Tahun 2004 tentang
Indonesia) 2008 tentang | Penempatan dan Perlindungan
KIF TKImauih beriaky
LU Mo, 39 Tahun | - dirshasiakan atau tidak
2004 tentang diungkapkan kepada publik
Penempatan dan Sampai pihak yang rahasianyva
perlindungan THI diungkap memberikan
Tahun 2008 persetujuan tertulis
teritang KIP

- Pas=al 17 .J TJU
No, 14 Tahun
2008 tentang
kIF
= U BNe: 28 Th, 2009
- tantang Pajak |
Daeresh dan
Retribusi Daerah
Bab M1V kelentusan
khusiis pasal 172

Diata Primer ' Pasal 17 B UU No. | dapat menggarggu Informasi ini hanya boleh
Perusahaan, meliputi | 14 Tahun 2008 kepentingan perlindungan | diberikankepada instansi yvang
f tentang KIP HaKkl dan perdirdungan berwenang, seperti Inspektoralt,
a. Data penggunaan persaingan usaha tidak BPK dan KPK

dan komposis schat

bahanbaku don
bahan penolong

b. Modal perusahaan,
kekayvaan, rekening
dan pajak




Data pribadi
masyvarakat vang
menderita masalah
gizi gz buruk,
Anemia Gizi Besi,
gangguan akibat

kekurangan yodium,

kekurangan
Vitamin A, Obesitas,
dl1l)

Data kematian T
dan Bayi

Pasal 17 H

U ndang-

Undang

MNo. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 .J UU
No.ld4 Tahuwn
2008 tentang
KIP

UL No. 36 Tahun
20059

tentang
Keschatan

dapat mengungkap
rahasiapribadi
Informasi vang tidak
boleh diungkapkan
berdasarkan

Ul Rekam medis dan
keadasan perorangan
bersifat rahs sia dan
pribadi

Sampai pihak vang rahasianva
diungkap memberikan
persetujuan tertulis

Pasal 17 H
Undang- Undang
Mo, 14 Tahun
2008 tentang KIP
Pasal 17 .J L]
Mo. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informas: Publik
Ul Mo, 36
Tahun 2009
tentang
keschatan

dapat mengungkap
rahasiapribadi
Informasi vang tidak
bolch diunghapkan
berdasarkan Uy
Bersiiat REahasia Medis

Sampai pihak yang rahasianya

| diungkap memberikan

persetujuan tertulis




Visum Et Repertum

Pa=sal 1T H
Undang-Undang
No. 14 Tahun
2008 tentang KIP
Paaal 17 J UU
No. 14 Tahun
2008 tentang
EKIP

Uy No. 36

Tahun 2009
tentang
Keschatan
Permturan Menter
Keschatan RI
Momor 68 Tahun
2013 tentang
Kewajiban Pemben
LavananKesehaba
(RET[AEY

miem berilkan
Informasi Atas
Adanya Dugaan
Kekerasan
Terhadap Anak

Bersifat Rahasia Medis
dapat mengungkap
rahasia pribadi Informasa
vang tidak boleh
diungkapkan
berdasarkan UU

Penderita HIV/AIDS

Pa=al 1T H
Undang-Undang
Mo. 14 Tahun
208 tentang KIP
Pa=al 17 .J LILJ
Mo 14 Talhan
2008 tentang
KIP

LU No. 36 Tahun
2009 tentang
Kesehatan

Bersifat Rahasia Medis
dapat mengungkap
rahasiapribadi Informasi
vang udak boleh

diungkapkan
berdasarkan UU

Selama Undang-Undang
Membatasiuntuk dirahasiakan
atau tdakdiungkapkan kepada
publik

_E.EmpEL pihak yvang
rahasianvadiungksp
memberikan persetujuan tertuhs




Data Pribadi Pemohon

Pasal 17 H

U nclamg-
Undang

Mo, 14 Tahun
20 tentang KIP
Pasal 17 J UU
Mo.1ld Tahun
2008 tentang
KIP

ULl No. 23 Th.
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan

dapat Informasi vang
tidak boleh diungkapkan
berdasarkan UD
mengungkap rahasia
pribadi

instansi pelaksana (Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil) adalah
melaksanakan
administrasi
kependudukan menjamin
kerahasiaan dan
keamanandata.

Peristiva kependudukan
dan peristiwa penting
lainnya meliput Nomor
KK, NIK, Tanggal/bulan/
tahun lahir, keterangan
tentang kecacatan =ik
dan atau mental, NIK ibu
dan avahkandung.

Selama Undang-Undang
Membatasiuntuk

dirahasiakan atau tidak
divngkapkan kepada publik,
Sampai pihak vang rahasianva
diungkap memberikan
persctujuan tertulis

Sistem
keamanan
weebsite faplikas
online (akun
admimstras)

Ul No. 14
Tahun 2008
tentang KIP
pasal 17 ayat b
Pasal 17 J UL
Na. 14 Tahun
2008 tentang
KIP

UU No. 11 Th.
2008 tentang
ITE pasal 30

Mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual
(HaKI) Informasi vang
tiddak boleh diungkaplkan
berdasarkan UL}

Akan mengakibatkan
pencrobosan f
penyvalahgunaan akses

30 tahun dan/atau Selama sistem
digunakan




Login Administrator -

Pasal 17 J UU

T R

- Informasi Vang ndai

No. 14 Tahun
2008 tentang
KIP

UU Ne. 11 Th.
2008 tentang
ITE pasal 16

30 tnhun dan/atau Selama sistem
digunakan

30 tahun dan/atau Selama sistem
digunakan

30 tahun dan/atau Selama sistem
digunakan i

Website/ Kode Akses No. 14 Tahun baleh dinngkapkan
Elekironik 2008 tentang berdasarkan UL
KIP = Keamanan Sistem.
= Ul No. 11 Th. - Mengakibatkan
2008 tentang Penyalahgunaan oleh
ITEpasal 16 pihaklain
Setting Konfigurasi - Pasal 17 J UU Informasi vang tidak
MNetwork Mo, 14 Tahun boleh dinngkapkan
2008 tentang berdasarkan Uy
KIP - Keamanan Sistem.
- UU No. 11 Th. - Mengakibatkan
2008 tentang Penvalahgunaan oich
ITEpasal 16 pihaklain
Segment Network - Pasal 17 .J UU - Informasi vang tidak boleh
No. 14 Tahun diungkapkan berdasarkan
| 2008 tentang Uy
KIP - Reamanan Sistem.
= WU No. 11 Th. Mengakibatkan
20108 tentang Penvalahgunaan oleh
ITEpasal 16 pihaklain
Security Hr.l‘wnrl-E - Pa=al 17 .J LIL - Informasi .yang tudak

baleh diungkapkan
berdasarkan LIL

= HKeamanan Sistem
Mengakibatkan
Penyalahgunaan oleh
pihaklain

30 tahun daﬁ,.-’-iitau Selama sistem
digunakan




_Mm:a.jemeﬁ Bandwith

Pasal 17 .J LI
No. 14 Tahun
2008 tentang
KI1P

UY No. 11 Th.
2008 tentang
ITE pasal 30

Informasi wvang tidak
boleh diungkapkan
berdasarkan UL '
Akan mengakibatkan
penyvalahgunaan
kapasitasbandwith

diluar ketentuan

=4

Lokas] server

Pasal 17 0 UU
No. 14 Tahun
2008 tentang
KIP

Uy Ne. 11 Th.
2008 tentang
ITE pasal 30

Informasi vang tidak
holeh diungkapkan
berdasarkan UL
Berpotensi menimbulkan
tindak kriminal
perusakandan

pencurian data

30 tahun dan/atau Selama sistem
digunakan

Internet

Protocol /1P Address
Private

Sistem
Manajemen
Database

Pasal 17 J UU
No. 14 Tahur
2003 tentang
KIP

UU No. 11 Th.
2008 tentang [TE
pasal 30

Pasihl 17 J UL
No. 14 Tahun
20032 tentang
KIP

UL Ne. 11 Th.
2008 tentang
ITEpasal 16

Informasi vang tidak
holeh divngkapkan
berdasarkan UL

Akan mengakibatkan
penerobosan

penyalahgunaan akses

Informasi vang  hbdak
boleh diungkapkan
berdasarkzan UL
Keamanan Sistem.
Mengakibathkan
FPenyalahgunaan oleh
pihak

Lain

30 tahun dan/atau Selama sistem
digunakan

30 tahun dan/atau Selama sistem
digunakan

30 tzhun dan/atau Selama sistem
digunakan




Pemeriksaan
Penyelengparanan
Pemerintahan di
Langkungan
Pemerintah Kabupaten
Kendal

Hasil Pemeriksaan
khusus
| penyelenggaraan
| pemenntahan di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Kencdal

Fasal |7 G UL No.

14
Tahun 2008
tentange KIP

Informasi Publik vang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi
Publik dapat
menghambatl proses
penegakan hulkum,

- vaitu informas yvang dapat

4. Menghamhbatl proses
penyelidikan dan
penyvidikan suatu
hndak padan:a;

b. Mengungkapkan
identitas informan,
pelopor, saksi, dan/atau
korban vang mengetahui
adanya tindak pidarm;

| Proses Peradilan

vang belum
ditetapkan Pengadilan
{telum

mempunyvai kekuatan
hukum tetap [
inkraancht

Pasal 17 G UU No.

14
Tahun 2008
tentane KIF

- Informasi Publik vang .
apabila dibuka dan
diberikan kepada

5 tahun dEﬂ}'utﬂ.u Selama
Undang- Undang Membatasi

untuk dirahaziakan atau tidak

diungkapkan kepada publik

Pemohon Informasi
Publik dapat
menghambatl proses
penegakan hukum, -yaitu
informasi vang dapat:
a. Menghambat proses
penyveledilcan dan
penyvidikan suatu
tindak pidana;
b. Mengungkapkan
identitas
informan, pelopaor,
sok=i, dan/atau
korban vang
mengetahu
adanya tindak
~ pudana;

Sampai ada keputusan
hukumietap / inkraacht




Hasil Pemeriksaan
Khu=sus

terhadap kasus
Indisipliner PNS
dan Perceradan PNS

- Pasal 17 G UU
No. 19 Tahun
2008 tentang KIP

- Pasal 1T H
Undang-Undang
MNo. 14 Tahun
2005 tentang KIFP,

. Informasi publik }ang_ 3

apabila dibuka dapat

mengungkapkan isi akia

otentik vang bersifat
pribadidan kemauan
terakhir ataupun wasiat

SESCOTANE

- Informasi Publik vang
apahila dibuka dan
diberikan kepada

Pemohon Informasi

Publik dapal

mengungkapkan rahasia

pribadi, vaitu :

a. Riwaval dan kondisi
anggota keluarga;

b. Riwaval, kendisi dan
perawatan,
pengobatan kesehatan
hsik, dan psikis
SESCOTANYS,

| Selama Undang-Undang
hMembatas untuk dirahasiakan

atau tdakdiungkapkan kepada

pubhk

Arsip Dinamis
FEngmenurul
sifainya rmhasia

Fasal 17 [ UL No. 14
Tahun 2008 tentang
KIF

Melindungi
Kermhasiaan Dokumen
Surat-surat badan publik

menurut sifacnmya
dirahasiakan

| atauinira badan publik vang

30 Tahun dan/fatau Selama
Undang-Undang Membatasi
untukdirahasiakan atau tidak
diungkapkan kepada publik,

Pengungkapan berkailan

dengan posisi sescorang dalam

jabatan- jabatan pada
Pemda/BUMID/Satuan
pendidikan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan




| Kode Akses Elektronik

= Pasal 17 J UL
No. 14 Tahun
2008 tentang
KIP

- UU Na. 11 Th.
2008 tentang

ITE pasal 30

Menjaga / melindungi
keasmanan akses

30 tahun dan/atau Seclama
digunakan

i Hasil Assessment

= Pamsgl 17 H UL

Dapat mengungkap rahasia

Untuk memjaga kondusifitas

Lintuk mi:mﬂﬁn kondusifitas

Kepegawalan 14 Tahun 2008 pribacdi
I tentang KIFP
Berita Acara Pasal 17 H Undang-
Baperjakal Undang No. 14 dan harmoni
Tahun2008 tentangs
KIF
| Proses e Pasal 1¥ H Undang-
Konsultasi Undang No. 14 dan harmoni
Pengangkatan Tahun2008 tentang

dalam jabatan Eselon
1

KIF

Selama Undang-Undang
Membalasi untuk
dirnhasiakan atau tidalk
dinngkapkan kepada
publik

e

5 Tahun dan/atau Selama
Undang- Undang Membatasi
untuk dirahasziakan atau tidak
diungkapkan kepada publik

Undang- Undang Membatasi
untuk dirahasiakan atau tidak

diungkapkan kepada publik

_Frmt:!l Pembinaan
Drisiplin

Pasal 1Y H Undang-
Undang No. 14
Tahun

2006 _t_;_r't;tang KIFP

Untuk memaga kondusifitas
dan harmom

30 tahun dan_a’at_au Selama
Undang-Undang Membatasi
untulk

' ﬂéﬁafrﬁengungl-mp rahasia

pribadi

dirahasiakan atau tidak
diungkapkan kepada publik

Proses Perceraian

Pasal 17 H Undang-
Undang No. 14
Tahun2008 tentang
KIP

dapat mengungkap rahasia
pribaci

Sclama Undang-Undang
Membatasi untuk
dirahasiakan atau tidak
diungkapkan kepada
publik




-

R T - .

| Crats Prabsli Pasal 17 H Undang- | dapat mengungknp Belama Undamg-LIndang
PlednaFunin ¥ang Undorg MNo. 14 robasis prituli e hakmesi itk
mengnjulon perisEnan | Talnin? 008 beniang dirahmuinkan atau txlak
iy dizmnghonpliiar loepawdn
publil
Sampni pihnk viong
rakh sy ng R
meem berilonn persetujuan berfolis
Berkas perlam UL Mo 148 Th. 2008 Ml L] wrge Sampai dengan persidomgn
= AAF pelaiggam vty KIF posel kermhnsmanndoloamen
Pegola 1T huruf o dan §. - Heélmnonrmn proses
- [dlentitas Polanggar penyelasinn perkarn
peercha; « Melisungs ralasin
= Abmr bl pelounggnr Peoda,
Fomcann giat = UL No, 14 Th Kelnnenron kegiatan Hampad pelalsonaan giat
[CDrperasi f Feogama isd) B008 teniang KIP fopmrnEn F P e |
pesal 17 boaruf § guna lerciptanya
- Uradan Tugas ketentrama dan
Prakak, Furygsi ketertiban
lewm




ey =

Tats Hen
SarusnPodis
Paosng Praja.

Pasal 17T O UL
Pka. |8 Tahuamn
e tentang KIF
Pasal 1T H
Unidang- Urninrm
Mo 14 Tahwun
OO tentang, KIF

apabiln dilvskn depar
il mbcEn

| = 3 rm;ndm:.n':a.lnu Belamas

kil YR
dibratuhboan uniuk
perlindungan rabmsia pribmdi

tertuiiip Pasal 17 [ LU - dopal seengunglonp Pk spaperang dalnm jalatan
. 19 Takiin radussin pri bodi tzEn paida
SO0 Lenlnd g - Bumt-sirad bedan Pemids B MDY Sabuan
EIF pubikatauw inte beden Pendidicnn sesul poratiorn
prubiik yang menurul perundong-undangan
sifmtrym
I Uratumsinlean
Biuku Register - Pasal 1T H Udnpat mengungksp 30 tmhaar e atan Selam
Ohrparitanal Tertarang Undang-undang | enhasis peilod jangin wakiu yaog dibutubhkan
PN B, 14 Tabmr untuk perlindusgan b
SO tentang KIE pritsal soscoring Bondspet
| persetijoan lertulin
dan/atauberkaitan dengan
posis saeorang dalum jabotsn-
ot pade Pemdad BLUMD
Smivan Pendidikan sesuni
peraturan perundang-
wndEngan
Buku Letics Pasal 17 G UL < Inlormasi pakillc ymag Mendapat persniiyan tertulis
& Keha ralian Hiw. | Tl apahila dibuka dapat chan fatmu berkadtnn detjgan
GO0E entang K1 ke i\l adelm posini seRe0TETE dalam jabntan-
Pasel 17 LML otentik yany bersifng jubstn podn Peasda/ BLAMT
| M, 14 Tahun ik da Joormmom Bamnn Pencidikan sesuad
2006 (eniang termbc T ataum N wasinl perniiiran perundang-unodangs

KIP_

SESLOCTHEE,




Tnfurmmms yeioyg tidadk

Akdtn Preralilmn

Hak Tanah

teritang Agrarin | bolehdivnginplan
L ! - .
~Pamal 17 O UU |- Informam  public  yang Sampal pihak yeng
Mo, 14 Tahun apabila  dibulen  dapal mahasiummdivngkap

008 tentang KIE |
. Panal 17.J UU

Mo L4 Takury

DO0E. tenbnngg

kan  is =kia
otentil beraifat
ternkibr atiupun  wasal

) In ki Bodet
- T fo. S5 The 1860 |- oTTASlL YAng
terlargg Agraria diunghaphan beidasarkan
L
Pasal 17 O UL i- Informas lik vang
Hes, 14 ‘Taboan apalils dapeni

008 P
Poancal 17 0 LIS
Mo 14 Tahuan
F008 tentang

- ULF Mo, & Th. 1960

tentang Agraris

merig gk pior i=l nkis
otentik  ymrg | boraifal
pribadl  dan  kemaunn
perakhir mbmapuan wessal
g ST TS

Informas yang Lidak boleiy
diurgkapkan berdasarkan
un

Sumi-Surat Berhargi

- UL Moo 14 Th.
0B tentang

msarud b don b

Dapat membuka rahasie
prerusabamn

5munm:mium:lm:.pix
persetjunn tertulis dan /et
berinitnn dengan peesis sesenrang
mm;num.lanmnruﬂmm
sesuml PErAILIID [ser

i g

Lty iun KEunmngs
yanghelum dinudit,

i

- UL Mo. 14 Th
ZE teninng

Dapiat membniks rahasin

Betolnh Penerbitan Laporan wdit




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

_No |

ALSYAHRUL FALAH, S Kom, MM

__Kepala Ridang Informasi

]ahe‘_:r.an Unit Kerja

| Dinas Komunikasi dan

1.
Komunikasi Publik Informatika Kab. Kendal
2. | BAMBANG KRISTANTO, 5.H Pelaksana | Bagtan  Hukum  Setda
' Kendal ﬂg%
2. | DWI BUDIYARTI Kasubag Administrasi Umum dan  Inspektorat Daerah Kab. Kendal
_ Keuangan : )
4. | DEWI NURBANISARI Sub Koordinator Pengelolaan Diskominfo Kab. Kendal
N — Pengaduan Informasi Publik (I
5. | FAIZAH, S.50s, M.AP kasubag Umum Kepegawaian Disdagkopukm Kab. Kendal
6. | NATY EP] RATNO WARDHANI, STP Kasubag Umum Kepegawaian . Badan Kepegawaian Pendidikan dan
_— P — | Pelatihan Kab. Kendal
7. | EFI ROESANTL 5.Kom Sub Koeordinator Data Badan Kepegawaian Pendidikan dan
= = : = e Pelatihan Kab. Kendal == —
8. IKAYUNITA, 5.5i Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas perumahan Rakyat dan
| _ Kawasan Permukiman Kab. Kendzl e
9. | ASROFI Sekretaris Lurah Kelurahan Sukodono [ Hhat
10 M. ARIBOWD Sekretaris Lurah * Kelurahan Trompo 1

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
KEPALA DINAS KOMINFO KAB. KENDAL
SELAKU

/

PEJABAT PENGEUDLAWNFORMAST DAN DOKUMENTASI
17 TEN KENDAL,
i [ Digen
|E| o |"= l_hl
%
N, 5 " 3
Wy ARIYONO, SSTP




